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PENGUSAHA® 2
MELEK HUKU M'

PERNAH DENGAR
PENGUSAHA GAGAL
DAPAT PROYEK
KARENA GAK PUNYA
LEGALITAS USAHA?

PERNAH DENGAR
PEMILIK USAHA
YANG CUKUP BESAR
BUBAR KARENA
KONFLIK LEGAL?

PERNAH

TAHU ARTIS
YANG REBUTAN
MEREK ?




PARADIGMA

1. Biaya Legal = COST

2. Proses Perizinan yang RIBET

3. Waktu Penyelesaian Perizinan yang TIDAK JELAS

Paradigma birokrasi dianggap “belum __“melayani” dan

Informasi yang Minim terkait aspek hukum menjadikan
Pengusaha ENGGAN untuk mengurus Izin.




PERTIMBANGAN

1. Model Bisnis

o Kegiatan Usaha (Cara mendapatkan Omset)
o Kepemilikan Modal (Skema)
o lzin-izin Khusus

2. Tanggung Jawab Hukum
o Pendiri
o Pengurus/ Penanggung Jawab
o Suami Isteri Pemegang Saham?

3. Strategi Perpajakan
4. Bonafiditas

5. Proses Pendirian (Fakta: hanya 5-10 hari kerja)



ﬂL“ PERLINDUNGAN HUKUM

MELIPATGANDAKAN PROFIT

E MEMAHAMI BATASAN

TANGGUNG JAWAB

| MENINGKATKAN
,‘ KEPERCAYAAN

/
/

| MEMAHAMI RISIKO

IZIN USAHA UNTUK
KEPASTIAN HUKUM

.* 3 KEMUDAHAN DALAM

BERUSAHA



ASPEK HUKUM DALAM BISNIS

1. ASPEK HUKUM adalah pondasi menuju perusahaan
yang KUAT. Aspek hukum seharusnya DIPATUHI.

2. Jika tidak mau berurusan dengan hukum,

pertimbangkan untuk mempelajarinya BUKAN
MENGHINDARINYA.

3. Pahami HAK & KEWAJIBAN HUKUM agar tidak
bermasalah.



PERTIMBANGAN

1. Model Bisnis

o Kegiatan Usaha (Cara mendapatkan Omset)
o Kepemilikan Modal (Skema)
o Izin-izin Khusus

2. Tanggung Jawab Hukum
o Pendiri

o Pengurus/ Penanggung Jawab
o Suami Isteri Pemegang Saham?

3. Strategi Perpajakan
4. Bonafiditas

5. Proses Pendirian (Fakta: hanya 5-10 hari kerja)



MENGAPA LEGALITAS USAHA ITU PENTING ?

-~ Mendapatkan Perlindungan Hukum

Mudah Menjalin Kerjasama

X

-
-
- —
R —

&
&
N

| Pengembangan Usaha

1

& Memuda

Memuda

N

N

<kan ekspansi ke luar negeri.

<an Mendaftarkan Hak Cipta



KARAKTERISTIK BADAN USAHA

O Perseroan Terbata
BADAN O Koperasi

O Yayasan
H U K U M O Perkumpulan (Berbadan Hukum)

Perusahaan Perorangan
Persekutuan Perdata@ Firma

Perkumpulan
(Landasannya hanya AD/RT)

BADAN
HUKUM




DASAR HUKUM

PT. PERSEROAN Ccv PT. PERORANGAN

UU No 40 Th. 2007 Kitab UU hukum dagang UU 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja

CARA PENDIRIAN

PT. PERSEROAN Ccv PT. PERORANGAN

Membutuhkan Notaris Membutuhkan Notaris Tanpa Notaris
Dalam Pembentukan Dalam Pembentukan



HARTA BADAN

PT. PERSEROAN Ccv PT. PERORANGAN

Terdapat pemisahan harta PT Tidak ada pemisahan harta CV Terdapat pemisahan harta PT
dengan harta pribadi dengan harta pribadi dengan harta pribadi

MINIMUM MODAL DISETOR KE REKENING

PT. PERSEROAN Ccv PT. PERORANGAN

25% Total Modal Dasar Tidak ada minimum batas Tidak ada minimum batas
penyetoran Penyetoran (90 hari)



KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PT. PERSEROAN

Dapat mengikuti Gerak KBLI lebih Bila bangkrut Kekurangan : Pembentukan
Tender / Lelang leluasa hanya harta PT terdapat modal minimal 2 orang
yang hilang minim disetor

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PT. PERORANGAN

Dapat didirikan Tidak ada jumlah Masih kesulitan Belum diketahui Modal kecil (IUMK)
oleh satu orang minimum disetor | membuka reke- bias dan tidaknya |} hanya sedikit
ning bank ikut tender pilihan KBLI

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN CV

Didirikan minimal | Tidak ada jumlah Tidak kesulitan Bisa mengikuti Modal kecil (IUMK)
oleh dua orang minimum penye- membuka reke- tender hanya sedikit
toran modal ning bank pilihan KBLI



Yang didapat jika membuat PT. PERSEROAN

Akta Pendiirian AHU NPWP NIB Sertifikat
Standar

Yang didapat jika membuat CV

Akta Pendiirian AHU NPWP NIB Sertifikat
Standar

Yang didapat jika membuat PT. PERORANGAN

Sertifikat Sertifikat NPWP NIB Sertifikat
Pendirian Pernyataan Standar



PROS-CONS PROS-CONS

PROS

o Pemisahan Harta Pribadi
o Tidak ada Jangka Waktu

o Kepemilikan dalam bentuk
Saham

o Lebih Bonafid & Profesional

CONS

o Compliance (RUPS, Pajak &
Laporan Keuangan
o Modal Awal relatif Besar

PROS

o Tidak ada Ketentuan Modal

o Tidak ada Organ
Perusahaan (RUPS)

o Prive TIDAK dikenakan
Pajak

CONS
B Tanggung Jawab sebagai
Pribadi
o Tidak ada Struktur Saham
(Percampuran Harta Pribadi)



PAHAMI KEBUTUHAN

DOKUMEN UMUM: IZIN OPERASIONAL / IZIN KHUSUS:

+ Akta Pendirian Usaha ¢ 1zin Komersil

+ Akta Perubahan / Anggaran ¢ Izin Khusus (sesuai kegiatan usaha)
Dasar

¢ Izin Penyebaran / Distribusi Produk
¢ 1zin Produksi

+ Sertifikasi

+ Dan lainnya.

NPWP, SKT, SP PKP
Nomor Induk Berusahaan (NIB)
Izin Usaha

® <& o <o

Izin Lokasi (sesuai Zonasi)

Kapan Waktu TERBAIK:

sebelum usaha didinkan atau sebelum

Kapan Waktu Terbaik :
Sebelum menjalankan Kegiatan Usaha

atau diajukan setelah memahami bahwa
ada kebutuhan izin khusus.

kegiatan usaha / operasional benalan
SE




Produk Perizinan Berusaha

Yang awalnya Izin Usaha. Izin Komersial/Operasional menjadi :

- Risiko Rendah: NIB

- Risiko Menengah Rendah: NIB + SS
- Risiko Menengah Tinggi: NIB + SS

- Risiko Tinggi: NIB + lzin -> SS

NIB terbit secara otomatis berlaku sebagai identitas dan legalitas
berusaha untuk UMK dengan risiko rendah



Perizinan Berusaha UMKU

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau
produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau
komersial.

Jenis PB UMKU sangat bervariasi, antara lain dalam bentuk 1zin,
Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi,
Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi, dan Surat
Keterangan.

PB UMKU tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional (berlaku
hanya untuk sekali kegiatan), seperti I1zin Terbang untuk Pesawat,
Pilot, Pramugari/a dan Persetujuan Impor/Ekspor.



PROSEDUR PENDIRIAN BADAN USAHA

Penentuan jenis
Badan Usaha

Draft Akta
Pendirian oleh
Notaris

Pemenuhan
komitmen
melalui OSS atau
PTSP

Pengesahan dari Penerbitan
Kemenkumham NPWP
Perusahaan

Permohonan Izin
Usaha melalui
0SS

Penerbitan NIB
Perusahaan



PROSEDUR IUMK MELALUI OSS

Mengajukan
Menyiapkan Memilih Kategori NIB
Data Registrasi Pelaku Usaha “Perorangan”

Mencetak IUMK Mengisi
& Izin Lainnya Kelengkapan
(via OSS) Data di OSS




PP 5/2021

Perzinan Berusaha
adalah legalitas yang
diberikan kepada
Pelaku Usaha untuk
memulai dan
menjalankan usaha
dan/atau
kegiatannya.

Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
adalah Perizinan
Berusaha
berdasarkan tingkat
Risiko kegiatan
usaha.

Sistem OSS adalah
sistem elektronik
terintegrasi untuk
penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.

Pelaku Usaha
adalah orang
perseorangan atau
badan usaha yang
melakukan usaha
dan/atau kegiatan.



PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

llONE”
PORTAL
“Sistem 0OSS”

WWW.0SS.qgo.id

IIO N EII
IDENTITAS

“NIB”
(Nomor Induk Berusaha)
Wajib di miliki setiap
pelaku usaha

llN I B”

Merupakan:

Bukti registrasi/pendaftaran
kegiatan usaha;

Angka Pengenal Importir;
Hak Akses Kepabeanan;
Pendaftaran Peserta BPJS;
Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan
(WLKP) tahap [;

(Pasal 176 PP 5/2021)

Reformasi
Perzinan Berusaha

BERBASIS IZIN
MENJADI
BERBASIS RESIKO



http://www.oss.go.id/

Perizinan Berusaha (Berbasis Risiko)

Risiko: Risiko:
Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + SERTIFIKAT STANDAR (55)

PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL
PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL .

® s ® A nissss 4.5S°
f NIB sebagai PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan kegiatan usaha + NIB + S sebagal legalitas selama tahap
persiapan + NIB + S5* SEBAGAI PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan

kegiatan usaha

* 55: Sertifikat Standar dalam bentuk
NI B PERNYATAAN MANDIRI dari pelaku usaha

PERSETUJUAN LINGKUNGAN
SPPL by OSS

VERIFIKASI pemenuhan standar usaha + persetujuan lingkungan
SS* setelah dilakukan verifikasi pemenuhan standar usaha oleh Pemerintah

2. PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Pengesahan PKPLH - UKL/UPL

Risiko:
Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + SERTIFIKAT STANDAR (55)

Risiko:

Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + IZIN

PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL
PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL '

' NIB + SS sebagai PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan kegiatan usaha f 1. NIB
NIB sebagai legalitas pada tahap persiapan
NIB + SS it ">
PERSETUJUAN LINGKUNGAN 2. PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Amdal - SKKL

4. IZIN

NIB + Izin sebagai PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk
melakukan kegiatan usaha

Pengesahan PKPLH - UKL/UPL by sistern OSS Pengesahan PKPLH - UKL/UPL

§5 : Sertifikat Standar dalam bentuk pernyataan mandiri dari pelaku usaha atau

—

Verifikasi pemenuhan semua persyaratan untuk penerbitan izin +
persetujuan lingkungan




Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

PB UMKU adalah e Seluruh Sektor
legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha
untuk menunjang
kegiatan usaha

e Tahap Operasional/Komersial

e Jenis-jenis PB UMKU sesuai lampiran
PP 5/2021 Tabel B




Skala Usaha — UMK

Usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik perseorangan maupun badan usaha,

<Rp 1 Miliar > Rp 1 Miliar s/d Rp 5 Miliar

MIKRO KECIL

Sebelum UU CK: Sebelum UU CK:
<Rp 50 juta > Rp 50 juta < 500 juta



Skala Usaha — Non UMK

Usaha milik WNI,
perseorangan maupun badan
usaha,

dengan modal usaha

lebih dari Rp5 miliar s/d
paling banyak Rp10 miliar

tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.

Badan usaha milik PMA atau
PMDN

dengan modal usaha

lebih dari Rp10 miliar

tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.

~

Orang perseorangan warga
negara Indonesia atau asing,
atau badan usaha yang
merupakan perwakilan
pelaku usaha dari luar negeri
dengan persetujuan
pendirian kantor di wilayah
Indonesia.

KANTOR PERWAKILAN

Badan usaha asing yang
didirikan di luar wilayah
Indonesia dan melakukan
usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.




PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM

Kriteria UMKM berdasarkan Modal Kemudahan dan Dukungan Pemerintah Pusat &

Kriteria Sebelum Setelah Daerah bagi UMKM

Usaha UU CK UU CK I iy _
* Pendirian Perseroan Perseorangan bagi
Mikro < Rp 50 Juta < Rp 1 Miliar Kemudahan UMK

: . ' * NIB sebagai Perizinan Tunggal bagi UMK
Kecil Rp 50 — 500 Juta Rp 1 -5 Miliar Legalitas g ggal bag

(Risiko Rendah: NIB sebagai identitas,
Menengah Rp 500 Juta — 10 Rp 5 — 10 Miliar legalitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal)
Miliar

* Pembinaan pemenuhan standar produk
dan sertifikat halal oleh Pemerintah

Besar > Rp 10 Miliar > Rp 10 Miliar Kemudahan * Pembebasan biaya perizinan bagi UMK
« Kemudahan pembiayaan dan

*Untuk memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM PI’Od u k_SI d an permodalan;
Fokus BKPM dalam Peningkatan Daya Saing K-UMKM: Pembiayaan | « Kemudahan penyediaan bahan baku dan

proses produksi;
* Peningkatan kualitas SDM UMK

4 )

.-fi/ Perizinan Berusaha dan Insentif bagi K-UMKM
L ) Kemudahan

4 ~\ Pemasaran
Kemitraan K-UMKM:
, ! + Kewajiban kemitraan bagi Usaha Besar (Perpres dan Pasca

» Alokasi 30% dari lahan komersial, tempat
perbelanjaan, maupun infrastruktur publik
bagi UMK

» Alokasi minimal 40% pengadaan
barang/jasa pemerintah untuk produk
UMK.

10/2021) Produksi
Kemitraan dengan Usaha Besar yang

memperoleh insentif
\_ P Y,




Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

. o _ ‘ % KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
(Over View Penyelenggaraan Pelayanan dan Pengawasan Perizinan Berusaha secara terintegrasi)

Risiko Pendaftaran Persiapan Operasional dan/atau Komersia
Area Pengawasan Perizinan Berusaha

Rendah Pembinaan, pendampingan, pehyuluhan terkait

kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban kegiatan
beruaha

Menenga
Rendah

Pembinaan, pendampingan, pemenuhan standar dan
kewajiban kegiatan usaha, penilaian kepatuhan pelaku
usaha

pemenuhan standar dan
kewajiban kegiatan usaha,
penilaian kepatuhan pelaku
usaha

Menenga

Tinggi NIB + SS (belum verifikasi) SS (sudah verifikasi)

pemenuhan standar dan
kewajiban kegiatan usaha,
penilaian kepatuhan pelaku
usaha -

Tinggi lzin (sudah verifikasi)




llustrasi pentingnya legalitas usaha

Kendaraan : Badan hukum (PT, CV, Koperasi dll) dibuat di notaris dan terdaftar di
kemenkumham

Kendaraan blm bs jIn karna blm ada surat2nya berupa BPKB : Bikin NIB, SS adalah
BPKBnya : Bayar BPKB = NPWP

Agar bias mengaspal diperlukan SIM : PIRT, BPOM, Sertifikat Halal

Jika sdh punya kendaraan, BPKB, SIM punya perlindungan produk baik paten haki
hak cipta dIl maka kita bis terbang melesat (waralaba, outlet dll)

Jgn sampai kita tdk siap dengan perbelakan diatas tp sdh dilesatkan. (Contoh :
SENGKETA MEREK antara Geprek Bensu dan I'am Geprek Bensu)

BOLEH NGGAK? TANPA LEGALITAS KITA MELAKUKAN USAHA ? Jwb : Bpleh nggak mtr tdk ada stnk dan tdk ada sim kita kendarai? Banyak yg berkendara
walau tanpa surat2 Tapi saat berpapasan dengan hukum maka Negara tdk bs berbuat apa2 krn menurut hkm belum layak



SMARTLEGA

HAK
MILIK
INDUSTRI

PATEN

DESAIN INDUSTRI

]
|
|
|
i
i
!
!
|
|
|
|
!
|
|
|
|
|
|

PERLINDUNGAN

VARIETAS TANAMAN (Pengetahuan Tradisional,

Ekspresi Budaya

(PVT)

I
SRR : HAK KEKAYAAN |
|
: KOMUNAL : HAK PELAKU,
DESAIN TATA | « INDIKAS!I B PRODUSER REKAMAN
RIR{ART TERPADU | GEOGRAFIS : SUARA, LEMBAGA
|
: e PTBT | PENYIARAN
' :
: |
i+ |




PERBEDAAN HAK CIPTA, PATEN, MEREK DAN DESAIN INDUSTRI

HAK CIPTA PATEN MEREK DESAIN INDUSTRI
Subyek Pencipta Inventor Pemilik merek  pendesain
Obyek Seni, sastra, Invensi teknologi Simbol dagang  Desain
ilmu (proses atau dan jasa penampilan
pengetahuan alat) produk
Cara deklaratif Konstitutif Konstitutif Konstitutif
mendapatkan (pendaftaran) (pendaftaran) (pendaftaran)
perlindungan
Lama Meninggal + 70  Biasa 20 tahun 10 tahun dapat 10 tahun
perlindungan tahun Sederhana 10 Th diperpanjang



PENTING MEREK BUKAN PATEN

O Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda ® o
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

® o

O Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri @ @
invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. o o



DESAIN INDUSTRID
Desain penampilan
Smart Phoneatau
desain Penampakkan
Lunardari Smart Phone

HAK CIPTA>
Program Komputer
yang dipakaipada
Smart Phone

HKI DAN PRODUK

SAMSUNG

MEREK -
-l 245 PM i “Samsung”sebagai

71.',F ) simbol dagang
.Dallas

PATEN— Penemuan
teknologi berupa
komputerdalam
ukuran kecil yang
dapatdimasukkan ke
dalam sakn

DESAINTATALETAK SIRKUTT
TERPADU Desain tata letak IC
pada rangkaian clektronik di
dalam Smart Phone



Kerugian Tidak
Mendaftarkan Merek

Fungsi
Merek

Jangka Waktu
Perlindungan Merek

1. Terdaftar atas nama orang lain lebih dulu.

2. Wajib meminta IZIN / MEMBAYAR ROYALTI
kepada pemilik terdaftar atas Merek
tersebut.

1. Menjadi Pembeda

2. Jaminan Reputasi

3. Alat Promosi Yang Efektif

4. Aset Berharga (selain Tanah & Bangunan)

10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu
yang sama.



‘.

3.

5.

Bertentangan dengan kesusilaan, moralitas agama, dan ketertiban umum.
(Contoh : penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan,
ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat
tertentu).

Tidak Memiliki Daya Pembeda.
(Contoh : Satu tanda garis atau satu tanda titik, atau terlalu rumit sehingga tidak jelas)

Telah Menjadi Milik Umum,

(Contoh : Tanda Tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang diketahui secara
umum sebagai tanda bahaya)

Keterangan dari Barang atau Jasa.

(Contoh : Merek-> Kopi atau Gambar Kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk
kopi)

Memiliki persamaan Pada Pokoknya.
(Contoh : Merek Pihak lain yang sudah terdaftar, Merek Terkenal & Indikasi
Geografis/Daerah Asal)

MEREK TIDAK BISA DIDAFTARKAN



BIGGEST LESSON
ABOUT THE VALUE
OF THE BRAND

FROM THE MOVIE
"THE FOUNDER"

© 2016 The Weinstein Company

YOUR p
BRAND

HOW
EOPLE
FEEL




SENGKETA MEREK

Sengketa Merek IKEA Vs IKEA Lokal Jadi
Landmark Decisions MA 2016

Andl Saputra - detikNews

1IKEA




Sengketa merek

Rebutan merek dagang terjadi antara Geprek Bensu milik Ruben Onsu dan
| Am Geprek Bensu milik Benny Sujono. Nama 'Bensu' menjadi sengketa hingga ke
pengadilan. Masing-masing pihak mengklaim bahwa nama '‘Bensu’ merujuk pada pemilik
yaitu, Ruben Onsu dan Benny Sujono.
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BUCCHERI

~

Tidak banyak yang tahu kalau Buccheri adalah merek sepatu

Indonesia asli. Karena memang dari namanya kita akan dengan mudah
menyangka alas kaki branded dari Italia. Buccheri adalah sepatu

Indonesia asli sejak tahun 1980-an yang diproduksi oleh PT Vigano
Cipta Perdana.




Excelso adalah sebuah waralaba kedai kopi yang berasal dari Indonesia dan
didirikan pada tahun 1991 oleh PT. Excelso Multirasa, produsen kopi instan dengan
& merk andalan seperti Kapal Api, ABC, dan Good Day.[!l Saat ini jumlah gerai Kafe
Excelso sebanyak 126 buah yang tersebar di lebih 30 kota di Indonesia. Saat ini,
waralaba Excelso dimiliki dan dikendalikan oleh PT. Excelso Multirasa yang
merupakan anak perusahaan yang dimilikioleh PT. Kapal Api Global.




Erigo adalah merek asal Indonesia yang bergerak
dalam bidang pakaian. Mereka menjual mulai dari
kaos, celana, sampai jaket.

Brand lokal yang didirikan pada 2011 itu
mengalami lika-liku sebelum sampai ke Amerika
Serikat. Pada sekitar 2010-2011, Sadad pertama
kali merintis gudang dagang baju di sebuah studio
kamar di apartemen Margonda Residence, Depok,
Jawa Barat.

Penjualan brand lokal tersebut terus merangkak
naik. Pada 2015, mampu mencapai omzet hingga
Rp 22 miliar
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